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PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI
HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN

(Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.]
Nomor 2/PERMEN-KP/2017, tanggal 19 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
MENTER! KELAUTAN DAN PERIKANAN 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- |
REPUBLIK INDONESIA, nesia Nomor 5870);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Menimbang : Crganisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 ten-
Perikanan Nomor 35/PERMENKP/2015 tentang tang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lem-
Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Usaha Perikanan, perlu mengatur persyaratan Noemor 111);
dan mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No-
Perikanan; mor 23/PERMENKP/2015 tentang Organisasi dan
b. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
' dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 |
aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nomor 1227);
Persyaratan dan Mekanisme Sertlflkasn Hak Asasi 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Noemor
Manusia Perikanan; 35/PERMENKP/2015 tentang Sistem dan Sertifi-
kasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan |
Mengingat : ' (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Nomor-1851);
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tamba- MEMUTUSKAN:
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886); Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTI-
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran = FIKAS! HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN.

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) seb-

agaimana telah diubah dengan Undang-Undang BAB |

Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas KETENTUAN UMUM
Undang-Undang Nemor 31 Tahun 2004 tentang Bagian Kesatu

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Pengertian

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Pasal 1

Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang = dengan:
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pem- 1. Perikanan adalah semua kegiatan vyang ber-
budi Daya lkan, dan Petambak Garam (Lembaran hubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
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sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai den-
gan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu
sistern bisnis perikanan.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan se-
seorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau
mencabut hak asasi manusia 'seseorang atau ke-
lompok orang yang dijamin oleh undang-undang
mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan me-
kanisme hukum yang ber[aku.

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilak-
sanakan dengan sistem bisnis perikanan yang
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan
pemasaran.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat
apung lain yang digunakan untuk melakukan pen-
angkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan peneli-
tian/eksplorasi perikanan.

Pengusaha Perikanan adalah orang yang melaku-
kan usaha di bidang perikanan.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk [ain
dari Pengusaha Perikanan.

Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang
bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lair.

Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan
mempunyai wewenang dan tanggung jawab ter-
tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dang-undangan.

. Ahli Penangkapan lkan (fishing master} adalah

Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, per-
encanaan operasi penangkapan ikan yang ber-
tanggung jawab, serta melaporkan kegiatan pen-
angkapan ikan.

Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang ting-
gal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi
Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena
dampak pelanggaran HAM dari kegiatan dan op-
erasi Pengusaha Perikanan.

Sistem Penghormatan HAM pada Usaha Peri-
kanan, yang selanjutnya disingkat Sistem HAM
Perikanan adalah sistem manajamen perusahaan
untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pen-
gusaha Périkanan.

Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi
komitmen Pengusaha Perikanan untuk ménghor-
mati HAM paré pihak yang terkait dengan keg-
iatan usaha perikanan, termasuk pekerja laut dan
masyarakat sekitar.

Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilaku-
kan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengiden-
tifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi,
dan mengatasi dampak pelanggaran HAM vyang
ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan
bisnis Pengusaha Perikanan.

Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan
untuk menyelesaikan dampak pelanggaran HAM
yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh
Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan
yang efektif secara yudisial dan non-yudisial.
Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan vyang
selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan
adalah suatu proses untuk menilai dan memasti-
kan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melak-
sanakan Sistem HAM Perikanan.

Lembaga Penilai adalah kumpulan orang dan/
atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan
badan hukum Indonesia yang telah diakreditasi
oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan tugas
penilaian dalam sertifikasi HAM Perikanan.
Lembaga Pelatihan adalah lembaga pelatihan
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19.

20.

milik Pemerintah atau kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi dan merupakan
badan hukum Indonesia yang terakreditasi oleh

Tim HAM Perikanan untuk melakukan pelatihan |

sertifikasi HAM pada usaha perikanan.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan |

formal oleh Tim HAM Perikanan, yang me-

nyatakan bahwa suatu Lembaga Penilai atau !

Lembaga Pelatihan memiliki kompetensi serta
berhak melaksanakan penilaian atau pelatihan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan peri-
kanan.

Bégian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Penetapan persyaratan dan mekanisme serti- |

fikasi bertujuan untuk mengatur tata cara sertifikasi
HAM perikanan, sebagai acuan bagi Tim HAM Peri-
kanan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

- @ a o

(1)

{2)

kewenangan penerbitan sertifikat HAM perikan-
an; '
persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat
HAM perikanan; ’

Lembaga Penilai;

Lembaga Pelatihan;

keluhan; dan
pendanaan,

BAB I
KEWENANGAN PENERBITAN
SERTIFIKAT HAM PERIKANAN
Pasal 4
Menteri berwenang memberikan sertifikat HAM
perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang
telah melaksanakan sistem HAM perikanan dan
dinyatakan fulus sertifikasi HAM perikanan.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat
HAM perikanan kepada Ketua Tim HAM Perikan-

__PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

an.

BAB Il
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT HAM PERIKANAN
Pasal 5

(1} Untuk memperoleh sertifikat HAM perikanan se-
bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{1}, Pengusaha Perikanan harus terlebih dahulu
menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan.

{2) Setelah menerapkan sistem HAM pada usaha

- perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha Perikanan mengajukan surat permo-
honan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM peri-
kanan kepada Ketua Tim HAM Perikanan.

{3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada |
ayat (2} disampaikan oleh Pengusaha Perikanan
atau benan‘ggung jawab perusahaan perikénan

. tanpa perantara.

(4) Ketua Tim HAM Perikanan selanjutnya menun-
juk Lembaga Penilai yang telah diakreditasi un- |
tuk melakukan penilaian berdasarkan usulan
Pengusaha Perikanan pada saat pengajuan per-
mohonan.

{5) Dalam hal belum ada Lembaga Penilai, maka pe-
nilaian dapat dilakukan oleh Ketua Tim HAM Peri-
kanan. |

(6) Surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifi-
kasi HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} harus 'dilengkapi dengén:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP} dan Surat
Izin Penahgkapan lkan {SIPl) atau Surat Izin
Kapal Pengangkut lkan (SIKPI), bagi orang
perseorangan, persekutuan, atau badan hu-
kum yang memiliki atau menyewa dan/atay
mengelola kapal perikanan; !

b. SIUP dan surat kelayakan pengolahan ({SKP)
bagi orang persearangan, persekutuan, atau
badan hukum yang memiliki unit pengolahan
ikan dan/atau memasarkan produk perikanan;

¢. laporan penerapan sistem HAM perikanan;
dan .

d. fotokopi dokumen awak kapal penangkap

ikan dan pekerja, yaitu:
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{7

| (8)

n

(2)

1. perjanjian kerja bersama;
2. keikutsertaan paaa serikat pekerja, bagi
yang memiliki;

3. perjanjian kerja laut atau kontrak kerja;

4. asuransi dan jaminan sosial; dan

5. sertifikat kompetensi perikanan.
e. surat usulan Lembaga Penilai.
Dalam hal Pengusaha Perikanan mempekerjakan
tenaga kerja asing, selain persyaratan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (6), permohonan harus
dilengkapi dengan:
a. rekomendasi tenaga kerja asing di bidang peri-

kanan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja asing;
c. visa kerja; dan ,
d. izin menggunakan tenaga asing {IMTA).
Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana
dimakéud pada ayat (6) dan ayat {7) yang telah
diajukan oleh Pengusaha Perikanan menjadi milik
Sekretariat Tim HAM Perikanan.

Pasal 6
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 5 ayat (2), Ketua Tim HAM
Perikanan melakukan verifikasi dokumen per-

.syaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

dokumen diterima secara lengkap.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim
HAM Perikanan menerbitkan:

a. surat penolakan permohonan penilaian sertifi-

kasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menun-

jukkan hasil dokumen persyaratan tidak benar;

b. surat pengembalian permohonan penilaian
sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi
menunjukkan hasil dokumen persyaratan ti-
dak lengkap; atau

c. surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM
perikanan kepada Lembaga Penilai yang di-
tunjuk dengan tembusan kepada pemohon
penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila
verifikasi menunjukkan hasil kesesuaian doku-
men persyaratan.

{1)

- {2)

- (3)

(4)

(1

(2)

(1)

Pasal 7
Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat

penolakan permohonan penitaian sertifikasi HAM
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 1 (satu) ta-
hun wajib mengajukan kembali surat permohonan
penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1}, dilengkapi
dengan dokumen persyaratan sertifikasi HAM
perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Dalam menyiapkan kembali dokumen persyaratan
sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap,
dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), Pengusaha Perikanan dapat mengajukan
permohonan program pendampingan teknis dari
Tim HAM Perikanan.

Program pendampingan teknis dari Tim HAM
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Pasal 8

Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat
perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan
permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b, wajib melengkapi kembali dekumen per-
syaratan sertifikasi HAM perikanan paling lambat
6 (enam) bulan sejak surat pengembalian permo-
honan penilaian sertifikasi HAM Perikanan
Dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan
yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) untuk selanjutnya diverifikasi kem-
bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1).

Pasal 9 )
Pengusaha Perikanan yang telah mendapatkan
surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM peri-
kanan wajib membuat kontrak kerja dengan Lem-
baga Penilai.

| 31
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3]

1)

(2)

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penilaian sistem HAM'perikanan dan
pemantauan HAM perikanan. '

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} wajib disampaikan kepada Ketua Tim HAM
Perikanan.

Pasal 10

Lembaga Penilai yang telah ditunjuk oleh Ketua
Tim HAM Perikanan dan menandatangani kontrak
kerja dengan Pengusaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melaksanakan
tugas:
a. penilaian sistem HAM perikanan: dan
b. pemantauan kepatuhan pelaksanaan sistem

HAM perikanan.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan surat penunjukan kepada
Lembaga Penilai HAM perikanan dari Ketua Tim
HAM Perikanan.
Dalam melaksanakan setiap tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilai wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Tim
HAM Perikanan.

Pasal 11
Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikan-
an oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat {1) huruf a, antara lain:
a. penentuan tim pelaksana dan tim pendamp-
ing;
penyusunan ruang lingkup dan rencana kerja;
penentuan lokasi audit;
penilaian dokumentasi; dan

CDD.S")O'

penilaian kesesuaian dokumentasi terhadap

penerapan HAM perikanan, melalui peman-

tavan lapangan dan wawancara.

Penilaian dokumentasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. sistem, kebijakan, hasil uji tuntas, pemulihan,
dan kriteria HAM perikanan;

b. laporan penerapan sistem HAM perikanan;
dan

¢. kompetensi koordinater HAM.

(3)

(4)

(5}

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dj:

a. kantor;

b. kapal perikanan; dan/atau

C. unit pengolahan ikan.

Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf e, diiakukan. kepada;

a. awak kapal perikanan;

pekerja;

syahbandar di pelabuhan perikanan:
pengawas perikanan:

kepala pelabuhan perikanan;

pengawas ketenagakerjaan: -
serikat pekerja;

Se ~0 o0 co

asosiasi Pengusaha Perikanan; dan/atau

i. petugas imigrasi;

Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikan-
an sébagéimana dimaksud pada ayat (1), dilaku-
kan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan tugas
penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1); ditetapkan oleh Lembaga
penilai dan disetujui oleh Ketua Tim HAM Peri-
kanan. '

Pasal 12
Hasil pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM
perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi lapo-
ran:
a. kesesuaian; atau
b. ketidaksesuaian.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
wajib disampaikan oleh Lembaga Penilai secara
tertulis kepada Ketua Tim HAM Perikanan pal-
ing lambat 5 (lima)} hari kerja setelah masa waktu
pelaksanaan tugas berakhir.

Pasal 13
Dalam laporan kesesuaian sebagaimana dimak-
syd dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Lembaga
Penilai memberikan rekomendas;i penerbitan serti-
fikat HAM perikanan.
Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dan pe-
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(3)

(5)

(1)

(3)

nilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2}.

Verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tu-
gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilak-
sanakan paling lama 7 (tujuh} hari kerja setelah
penyampaian laporan pelaksanaan tugas seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan surat ha-
sil verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan
tugas kepada Lembaga Penilai.

Apabila terdapat kekurangan pada laporan pe-
nilaian, hasil verifikasi disampaikan kepada Lem-
baga Penilai untuk dilengkapi paling lama 14 hari
kerja sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Pe-
nilai.

Penilaian Iéporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat diperoleh dari berbagai sumber
antara lain beberapa pemangku kepentingan
yang terkait seperti asosiasi, pejabat pemerintah
setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
setempat, karyawan perusahaan yang di audit,
dan sumber lainnya.

Pasal 14
Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan sertifi-
kat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan
yang memenubhi kriteria HAM Perikanan berdasar-
kan hasil verifikasi dan penilaian laporan penilaian
Lembaga Penilai.
Pengusaha Perikanan yang tidak memenuhi per-
syaratan kriteria HAM Perikanan, ditolak dan di-
minta, untuk melakukan tindakan perbaikan serta
mengajukan permohonan sertifikasi kembali.
Format sertifikat HAM Perikanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Dalam laporan ketidaksesuaian sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 ayat {1} huruf b, Lem-
baga Penilai memberikan rekomendasi, yaitu:
a. rekomendasi menolak menerbitkan sertifikat
HAM perikanan, apabila Pengusaha Perikanan

Hoslpmss Bines SBFE 550

(2)

(3}

(1)

(3)

(4)

tidak menerapkan seluruh sistem HAM peri-

kanan; atau

b. rekomendasi tindakan perbaikan sebelum
menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabi-
la Pengusaha Perikanan terdapat kekurangan
dalam penerapan sistem HAM perikanan.

Berdasarkan laporan ketidaksesuaian dari Lemba-

ga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan:

a. ‘surat penolakan, apabila dalam laporan pe-
nilaian Lembaga Penilai merekomendasikan
menolak menerbitkan sertifikat HAM perikan-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, atau

b. surat tindakan perbaikan, apabila rekomen-
dasi dalam laporan penilaian Lembaga Penilai
merekomendasikan tindakan perbaikan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b.

Surat penolakan penerbitan sertifikat HAM peri-

kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur-

uf a, dan surat tindakan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf b, paling lambat
diterbitkan 3 (tiga) hari kerja setelah laporan res-

mi tertulis disampaikan oleh Lembaga Penilai.

Pasal 16

Pengusaha Perikanan yang mendapat surat pe-
nolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat {2) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam}
bulan wajib mengajukan kembali surat permo-
honan sertifikasi HAM Perikanan.

Pengusaha Perikanan yang mendapat surat tin-
dakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2} huruf b, dalam jangka waktu 2
{dua) hulan wajib melakukan tindakan perbaikan.
Pengusaha Perikanan yang melakukan tindakan
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

dapat mengajukan permohonan program

Pengusaha Perikanan yang telah selesai melaku-

kan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), harus mengajuk.n permohonan
surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM peri-

=g 7

5

L3
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L

(2)

(3)

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ter- .

ﬁEu_;iJgUerfﬂ ;

kanan oleh Lembaga Penilai.

Pasal 17 ,
Pelaksanaan tugas pemantauan kepatuhan HAM

. Perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilak-
sanakan paling sedikit 2 (dua) kali selama masa
berlaku sertifikat HAM perikanan.

Pemantauan dilakukan untuk menilai kepatuhan
perusahaan dalam melaksanakan Sistem HAM
Perikanan. :

Hasil Pemantauan HAM Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertim- |

bangan Ketua Tim HAM Perikanan untuk mem-
berikan tindakan administrasi berupa rekomen-
dasi perbaikan, teguran, pembekuan dan/atau
pencabutan.

Pasal 18
" Format laporan pelaksanaan tugas. Lembaga

cantum dalam Lampiran I} yang merupakan bagian ti-

dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

BAB IV
LEMBAGA PENILAI
Pasal 19

Setiap orang untuk menjadi Lembaga Penilai HAM

Perikanan, harus mengajukan permohonan kepa-

da Ketua Tim HAM Perikanan dengan melampir-

kan persyaratan sebagai berikut:

a. akta pendirian dan perubahan terakhir yang
-terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. struktur organisasi perusahaan dengan dis-
ertai uraian tugas dan tanggung jawab yang
jelas;

e. dokumen penerapan SNI ISQ/ IEC 17021-
1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penye-
lenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manaje-
men; ¢ n

f. sertifik t pelatihan teknis HAM Perikanan atau

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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sertifikat kompetensi bidang HAM Perikanan.
Lembaga Penilai memiliki tenaga penilai yang
memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pen-
galaman di bidang hak asasi manusia, hukum, ke-
tenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkun-
gan hidup, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud :

pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

diterimanya surat permchonan, Tim HAM Peri-

kanan melakukan:

a. pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dan
keabsahan dokumen permohonan;

b. pengamatan dan penilaian kantor Lembaga
Penilai terkait kesesuaian dengan persyaratan
Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi
Sistem Manajemen;

c. pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian

untuk memastikan kes-
esuaian dengan persyaratan Lembaga Penye-
lenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manaje-
men.

Apabila permohonan tidak lengkap, tidak benar,

Lembaga Penilai

dan/atau hasil pengamatan dan penilaian kantor
Lembaga Penilai dan pengamatan pelaksanaan
pekerjaan penilaian Lembaga Penilai, Tim HAM
Perikanan menemukan bahwa Lembaga Penilai ti-
dak memenuhi persyaratan Lembaga Penyeleng-
gara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen,
maka permohonan ditolak dan pemberitahuan
penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga) kerja
setelah penolakan.

Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lem-
baga Penilai yang akan diakreditasi untuk memin-

, ta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja.

Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepa-
da Lembaga Penilai yang memenuhi persyaratan
Lembaga Penilai HAM Perikanan.

Lembaga Penilai yang tidak memenuhi per-
syaratan sebagai Lembaga Penilai HAM dapat
menyampaikan kembali permohonan akreditasi
setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi
persyaratan.

Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan ke-




(1)

(2)

(1)

{2}

(3)

:M.N"
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pada Lembaga Penilai yang telah memiliki Akredi-
tasi paling sedikit 1 (satu} kali dalam 1 {satu) ta-
hun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Lembaga Penilai yang telah diakreditasi mempun-

yai kewajiban sebagai berikut: :

a. menjaga independensi dari Pengusaha Peri-
kanan untuk menghindari konflik kepentingan;

b. menjaga kerahasiaan pengusaha perikanan
yang dinilai oleh Lembaga Penilai;

c.. tidak memiliki hubungan keluarga, kerja,
manajemen, dan keuangan dengan pengusaha
perikanan yang dinilai selama 3 (tiga) tahun
terakhir;

d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan ke-
pada Tim HAM Perikanan.

Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentu-

an untuk diakreditasi ditetapkan oleh Ketua Tim

HAM Perikanan atas nama Menteri.

BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 21
Setiap orang untuk menjadi Lembaga Pelatihan
HAM Perikanan, harus mengajukan permohonan

kepada Ketua Tim HAM Perikanan dengan melam- |

pirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang |

terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan

&

d. Struktur organisasi perusahaan dengan diser- - |

tai uraian tugas yang tanggung jawab yang
jelas.

Lembaga Pelatihan memiliki tenaga pelatih yang

memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pen-
galaman kerja di bidang hak asasi manusia, hu-
kum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta Ke-
selamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Lembaga Pelatihan di bawah kementerian/lem-

baga, perguruan tinggi, dapat mengadakan pela- .

tihan dengan tetap memenuhi persyaratan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) 1an ayat {2).

{4)

{m

(2)

(1)

(2}

{3)

(4)

. (5)

(6}

{7)

Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentu-
an untuk diakreditasi ditetapkan oleh Ketua Tim
HAM Perikanan atas nama Menteri.

Pasal 22
Lembaga Pelatihan yang akan menyelenggarakan
pelatihan HAM Perikanan harus memiliki kuriku-
lum paling sedikit meliputi:
a. HAM dalam perspektif hukum Indonesia; dan
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikan-
an.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan HAM
Perikanan, ditetapkan oleh Ketua Tim HAM Peri-
kanan.

Pasal 23
Berdasarkan permohonan. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat {1), paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya surat permchonan, Tim
HAM Perikanan memeriksa kelengkapan dan me-
nilai dokumen permohonan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanggal diterima surat permo-
honan.
Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak
benar, maka permohaonan ditolak dan pemberita-
huan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga
hari} kerja setelah penolakan.
Tim HAM Perikanan mengumumkan calen Lem-
baga Pelatihan yang akan diakreditasi untuk me-
minta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7
{tujuh) hari keria.
Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi ke-
pada Lembaga Pelatihan yang memenuhi per-
syaratan Lembaga Pelatihan HAM Perikanan.
Lembaga Pelatihan yang tidak memenuhi per-
syaratan sebagai Lembaga Pelatihan HAM dapat
menyampaikan kembali permohonan akreditasi
setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi
persyaratan.
Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan ke-
pada Lembag Pelatihan yang telah memiliki Akre-
ditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) ta-
hun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Dalam hal belum ada Lembaga Pelatihan, maka
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pelatihan dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikan- |

an dengan melibatkan ahli sebagai tenaga pelatih
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB VI
KELUHAN
Pasal 24
Lembaga Penilai berkewajiban menangani se-
tiap keluhan terkait proses penilaian dan pemantauan
berdasarkan mekanisme penyampaian keluhan pada
SNI 1SO/ IEC '17021-1:2015 tentang Persyaratan
Lembaga Penyelenggara Audit d‘an Sertifikasi Sistem
Manajemen.

Pasal 25

{1} Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyara-
kat tentang pelaksanaan sistem HAM Perikanan.

(2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima dan diverifikasi oleh Tim HAM Perikan-
an,

{3) Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan
pihak yang menyampaikan keluhan.

{4) Hasil verifikasi keluhan terhadap pelaksanaan
sistem HAM Perikanan menjadi bahan pertimban-
gan Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tu-
gas, tanggung jawab dan wewenangnya.

{5) Hasil evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), disampaikan kepada pihak yang
menyampaikan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

Pasal 26

(1} Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyara-
kat tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan
oleh Lembaga Penilai dan pelaksanaan pelatihan
yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan.

{2) Keluhan sebagajmana dimaksud pada ayat {1),
diterima dan dievaluasi oleh Tim HAM Perikanan.

{3} Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan
pihak yang menyampaikan keluhan.

{4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tugas,

~ tanggung jawab dan wewenangnya,

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
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(4), disampaikan kepada pihak yang menyampai-
kan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 27
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksa-
naan tugas Tim HAM Perikanan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai den-

gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 {enam)
bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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